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ABSTRACT

Additional penalties in the form of monetary compensation in Indonesia’s corruption punishment system
serve as instruments for recovering state financial losses and as a means of deterrence. This article
analyzes the normative framework for the punishment of corruption crimes, focusing on the concept and
mechanism of monetary compensation based on Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of
2001 and its application in court decisions. The novelty of this research lies in the integration of normative
analysis with jurisprudential review of the practice of imposing and executing monetary compensation, so
that it not only assesses the appropriateness of legal regulations but also the effectiveness of their
implementation in criminal courts. This research uses a normative legal method with a legislative and
Jurisprudential approach through a literature study of primary and secondary legal materials. The results
of the study show that although the regulation of monetary compensation has a clear legal basis, its
implementation still faces obstacles in the form of inconsistencies in sentencing, difficulties in asset tracing,
and obstacles in the execution of decisions, which have resulted in the recovery of state financial losses not
being optimal. Therefore, this study recommends harmonizing regulations, strengthening technical
guidelines for the judiciary, and increasing the capacity of law enforcement officials in order to achieve
effective and fair punishment for corruption.
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Abstrak

Pidana tambahan berupa uang pengganti dalam sistem pemidanaan korupsi di Indonesia berfungsi sebagai
instrumen pemulihan kerugian keuangan negara sekaligus sarana penjeraan. Artikel ini menganalisis
kerangka normatif pemidanaan tindak pidana korupsi dengan fokus pada konsep dan mekanisme uang
pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis
normatif dengan telaah yurisprudensial terhadap praktik penjatuhan dan eksekusi uang pengganti, sehingga
tidak hanya menilai kesesuaian pengaturan hukum, tetapi juga efektivitas implementasinya di peradilan
pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
yurisprudensial melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun pengaturan uang pengganti memiliki dasar hukum yang jelas,
pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa ketidakseragaman pemidanaan, kesulitan pelacakan
aset, dan hambatan eksekusi putusan, yang menyebabkan pemulihan kerugian keuangan negara belum
optimal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan pedoman teknis
peradilan, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum guna mewujudkan pemidanaan korupsi yang
efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Korupsi; Pemidanaan; Uang Pengganti; Kerugian Keuangan Negara; Pemulihan Aset
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1. PENDAHULUAN

Korupsi tetap menjadi masalah hukum dan sosial yang mendesak di Indonesia karena dampaknya yang luas
terhadap penyelenggaraan negara, pembangunan ekonomi, dan kepercayaan publik [1], [2]. Tingginya
angka tindak pidana korupsi memunculkan kerugian finansial yang signifikan sekaligus merusak tata kelola
pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik [3], [4], [5]. Dalam konteks itulah upaya pemidanaan
menjadi instrumen penting bukan hanya untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai
mekanisme pemulihan kerugian negara [6], [7]. Artikel ini menempatkan pemidanaan, termasuk pidana
pokok, pidana tambahan, dan khususnya konsep uang pengganti sebagai fokus utama kajian untuk menilai
peran hukum pidana dalam upaya recovery aset negara.

Penerapan instrumen hukum pemidanaan di lapangan sering menemui kendala praktis yang kompleks [8],
[9], [10]. Penctapan jumlah kerugian negara, pelacakan dan penyitaan aset, serta eksekusi putusan uang
pengganti sering terkendala bukti, prosedur peradilan, dan keterbatasan koordinasi antar-institusi penegak
hukum [11], [12]. Selain itu, muncul pula isu perlindungan hak pihak ketiga yang berkepentingan terhadap
aset yang disita, serta problematika potensi pemidanaan berlapis yang menimbulkan pro dan kontra dalam
praktik yudisial [13], [14]. Kondisi tersebut memerlukan kajian yang sistematis agar rekomendasi kebijakan
dan praktik penegakan hukum menjadi lebih efektif dan berkeadilan.

Penelitian terdahulu yang relevan memberikan pijakan bagi kajian ini dan secara ringkas dapat
dikategorikan ke dalam tiga aliran utama. Studi empiris terbaru oleh Aji Rahmadi et al. [9] yang menelaah
dampak korupsi terhadap keuangan publik dan pembangunan, yang menunjukkan besarnya nilai kerugian
dan implikasi ekonomi. Kajian normatif dan komparatif tentang konsep uang pengganti
(restitution/forfeiture) oleh Fendi Nugroho et al. [15] yang membahas dasar hukum, ruang lingkup, dan
kritik terhadap mekanisme tersebut di berbagai yurisdiksi, termasuk interpretasi terhadap peraturan
nasional. Analisis yurisprudensial yang mengkaji putusan-putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi terkait pemidanaan dan implementasi uang pengganti oleh Suparto [16] mengungkapkan
ketidakseragaman praktik serta kebutuhan harmonisasi pedoman terhadap regulasi hukum pidana korupsi di
Indonesia.

Kajian terdahulu mengenai uang pengganti dalam tindak pidana korupsi umumnya menitikberatkan pada
analisis normatif atau yurisprudensial secara terpisah, tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan
praktik pelaksanaan di peradilan pidana. Akibatnya, efektivitas mekanisme uang pengganti dalam
pemulihan kerugian keuangan negara belum dianalisis secara komprehensif. Artikel ini mengisi celah
tersebut dengan mengintegrasikan analisis normatif dan yurisprudensial dengan telaah praktik penjatuhan
dan eksekusi uang pengganti, sehingga menghasilkan kerangka prosedural dan rekomendasi kebijakan yang
berorientasi pada optimalisasi pemulihan aset sekaligus menjamin kepastian hukum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif dan aplikatifnya dengan menggabungkan
analisis normatif dan telaah yurisprudensial secara sistematis. Kemudian merumuskan kerangka prosedural
operasional untuk penjatuhan dan eksekusi uang pengganti, yang pada akhirnya menghasilkan rekomendasi
kebijakan teknis yang konkret untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset tanpa mengorbankan
kepastian hukum dan perlindungan hak. Dengan demikian, artikel ini tidak sekadar menambah kajian
teoritis tetapi juga menawarkan pedoman implementatif bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum,
dan praktisi peradilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada beberapa permasalahan
utama, yaitu kerangka normatif pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, mekanisme
penetapan, pembuktian, dan eksekusi uang pengganti dalam praktik peradilan pidana, serta berbagai
kendala teknis dan institusional yang menghambat pemulihan kerugian keuangan negara melalui
mekanisme tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menelaah kebutuhan akan rekomendasi kebijakan yang
dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan pelaksanaan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan dan menjelaskan secara sistematis landasan hukum dan
bentuk-bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhkan dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia,
dengan perhatian khusus pada konsep uang pengganti. Kemudian menganalisis mekanisme pelaksanaan,
hambatan, dan implikasi yurisprudensial terkait penetapan serta eksekusi uang pengganti, serta
menawarkan rekomendasi kebijakan praktis dan teknis untuk memperkuat mekanisme pemulihan kerugian
negara tanpa mengorbankan prinsip perlindungan hak dan kepastian hukum.
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2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah ketentuan perundang-undangan,
yurisprudensi, dan doktrin hukum guna memahami kerangka pemidanaan tindak pidana korupsi serta
konsep uang pengganti. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada norma
hukum positif, konstruksi yuridis pemidanaan, dan konsistensi penerapan hukum dalam putusan
pengadilan, sehingga relevan untuk menilai kesesuaian antara pengaturan normatif dan praktik peradilan
[17]. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Penyelesaian Uang Pengganti. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah,
hasil penelitian, dan kajian kebijakan yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik studi dokumen,
penelusuran literatur akademik, serta kajian terhadap publikasi resmi dan sumber elektronik yang relevan
[18]. Analisis dilaksanakan melalui penafsiran teks hukum untuk memetakan kerangka normatif, kemudian
pembacaan kritis putusan untuk mengidentifikasi pola penjatuhan dan praktik eksekusi uang pengganti,
serta sintesis komparatif antara norma, doktrin, dan praktik guna menemukan inkonsistensi dan hambatan
implementatif. Teknik yang digunakan meliputi analisis doktrinal, pengkodingan tematik terhadap
pertimbangan yudisial, dan sintesis argumentatif. Hasilnya diarahkan untuk langsung menjawab rumusan
masalah terkait kerangka normatif, mekanisme pelaksanaan, hambatan, dan rekomendasi kebijakan [19].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia

Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus terutama dalam Undang-undang No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-undang No.
20 Tahun 2001 (UU Tipikor) [20]. Ketentuan-ketentuan kunci pada Pasal-pasal 2, 3, 12, 12B, 18, serta
ketentuan tentang pembuktian dan prioritas perkara menjadi dasar materiil untuk menentukan unsur-unsur
dan kapan suatu perbuatan dikategorikan dan dipidana sebagai korupsi serta ranah sanksinya [21].

Pembaruan sistematis dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP baru) juga memasukkan ketentuan umum yang memiliki relevansi klasifikasi dan rentang
pidana terhadap perbuatan memperkaya diri yang merugikan negara. Misalnya ketentuan yang mengatur
perbuatan yang merugikan keuangan negara yang diatur dalam Pasal 603 KUHP baru, yang substansinya
mirip Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor [6]. Kendati demikian, terdapat perbedaan kontras terkait pengurangan
ancaman pidana penjara, dari minimal 4 tahun menjadi 2 tahun, serta penurunan denda dari semula Rp200
juta menjadi Rp10 juta. Perbedaan besaran sanksi serupa juga terlihat pada ketentuan dalam ketentuan lain
di KUHP baru dibandingkan UU Tipikor, seperti Pasal 604, sampai Pasal 606 ayat (1) dan (2) (perhatikan
Tabel 2 untuk komparasi), serta Pasal 79 ayat (1) yang mengelompokkan ancaman pidana denda dalam
delapan kategori (lihat dalam Tabel 1) [22].

Tabel 1. Kategori Denda dalam KUHP Baru

Kategori Nilai
Kategori 1 1 juta
Kategori 11 10 juta
Kategori II1 50 juta
Kategori IV 200 juta
Kategori V 500 juta

Sumber: Herman & Fernhout [23].

Tabel 2. Perbedaan Jenis Korupsi dalam UU Tipikor dan KUHP Baru (Merugikan Keuangan
Negara)

Unsur Hukuman Perbedaan

Pasal 2 UU Tipikor: Setiap orang; Yang Penjara dengan penjara Menurunnya  ancaman
secara melawan hukum; Memperkaya diri seumur hidup atau pidana minimal pidana penjara
sendiri atau orang lain atau korporasi; penjara paling singkat 4 tahun (Pasal 603 KUHP baru)
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Yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara.

dan paling lama 20 tahun dan
denda paling sedikit 200 juta
dan paling banyak 1 milyar.

Pasal 603 KUHP baru: Setiap orang; Yang
secara melawan hukum; Melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri, orang
lain, atau korporasi; Yang merugikan
keuangan negara atau perekonomian
negara.

Pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling

singkat 2  tahun dan paling
lama 20 tahun dan
denda paling sedikit kategori

IT dan paling banyak kategori
VL

yang semula 4 tahun
(dalam Pasal 2 UU
Tipikor) menjadi 2 tahun
dan denda sebelumnya
dapat dikenakan minimal
200 juta menjadi 10 juta.

Pasal 3 UU Tipikor: Setiap orang; Dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri, orang
lain, atau korporasi; Menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, atau sarana

Pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling
singkat 1 tahun dan paling
lama 20 tahun dan/atau denda

yang ada padanya karena jabatan atau paling sedikit 50 juta dan
kedudukan; Yang dapat merugikan paling banyak 1 milyar.
keuangan negara atau perekonomian

negara.

Pasal 604 KUHP baru: Setiap orang; Yang
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri,
orang lain, atau korporasi;
Menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan, atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan; Yang
merugikan  keuangan  negara  atau
perekonomian negara.

Pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling
singkat 2 tahun dan paling
lama 20 tahun dan denda
paling sedikit kategori I dan
paling banyak kategori VI.

Meningkatnya ancaman
minimum pidana penjara,
semula 1 tahun menjadi

2 tahun; Menurunnya
ancaman minimum
denda, semula 50 juta
menjadi 10 juta;

Meningkatnya ancaman
maksimal denda, semula
1 milyar menjadi 2
milyar.

Sumber: Dijan Widijowati [22].

Tabel 3. Perbedaan Jenis Korupsi dalam UU Tipikor dan KUHP Baru (Suap-Menyuap)

Unsur

Hukuman

Perbedaan

Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor: Setiap orang; Yang
memberi atau menjanjikan sesuatu; Kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara; Dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut; Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam

jabatannya; Yang bertentangan dengan

kewajibannya. Atau Memberi sesuatu kepada

Pidana penjara paling
singkat 1 tahun dan
paling lama 5 tahun

sedikit 50 juta dan
paling banyak 250 juta

pegawai negeri atau penyelenggara negara; Karena
atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan
dengan kewajiban; Dilakukan atau tidak dilakukan

dalam jabatannya.

dan/atau; Denda paling

Meningkatnya
ancaman maksimum
pidana penjara yang
semula 5 tahun
menjadi 6 tahun;

. Meningkatnya

ancaman denda
maksimum yang
semula 250 juta
menjadi 500 juta.

Pasal 605 ayat (1) KUHP baru: Setiap orang; Yang
memberi atau menjanjikan sesuatu; Kepada Pegawai
Negeri atau Penyelenggara Negara; Dengan maksud
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam

jabatannya;
kewajibannya;

Yang bertentangan
atau Memberi

sesuatu  Kepada

singkat
dan  denda

dengan
V.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Karena
atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan

dengan kewajiban;
dilakukan dalam jabatannya.

Yang dilakukan atau tidak

Pidana penjara paling
1 tahun dan
paling lama 6 tahun;
paling
sedikit kategori III dan
paling banyak kategori

Pasal 5 ayat (2), UU Tipikor: Bagi pegawai negeri
atau penyelenggara negara; Yang menerima
pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a atau huruf b.

Pidana penjara paling
singkat 1 tahun dan
paling lama 5 tahun
dan/atau; denda paling
sedikit 50 juta dan

paling banyak 250 juta.

Meningkatnya
ancaman maksimum
pidana penjara yang
semula 5 tahun
menjadi 6 tahun;
Meningkatnya
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Pasal 605 ayat (2) KUHP baru: Pegawai Negeri atau Pidana penjara paling ancaman denda
Penyelenggara Negara; Yang menerima pemberian singkat 1 tahun dan maksimum yang
atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). paling lama 6 tahun semula 250 juta
dan; Denda paling menjadi 500 juta.
sedikit kategori III dan
paling banyak kategori
V.

Sumber: Dijan Widijowati [22].

Lembaga penegak dalam tindak pidana korupsi ini ditangani oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), dan aturan organisasi penindakannya yang diatur dalam Undang-undnag No. 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yang mana merupakan bagian dari instrumen yang akan menentukan
proses pidana mulai dari penyelidikan sampai eksekusi putusan [24]. Sementara dalam Pasal 12 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) mengatur delik-delik tertentu dalam tindak pidana yang
terkait ketentuan KUHP lama yang dijadikan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hingga pidana seumur
hidup atau 4 sampai maksimal 20 tahun. Pasal 12B KUHP lama mengatur delik gratifikasi yang dianggap
sebagai pemberian suap dalam kondisi tertentu dan dapat dipidana kecuali jika penerima dapat
membuktikan asal dan hubungan gratifikasi [5]. Kemudian dalam KUHP baru juga menempatkan kategori
perbuatan memperkaya yang merugikan negara dalam ketentuan umum pidana sebagaimana dalam Tabel 2.

UU Tipikor memberi ruang bagi pidana tambahan khusus terkait korupsi, yang antara lain: 1) perampasan
aset yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi; 2) penetapan uang pengganti sebesar harta
yang diduga diperoleh dari korupsi; serta 3) mekanisme perdata untuk menuntut pengembalian kerugian
negara. Misalnya dengan penyerahan berkas untuk gugatan perdata terhadap ahli waris jika
tersangka/terpidana meninggal, dan tindakan perampasan/penyitaan setelah ada putusan berkekuatan
hukum tetap. Ketentuan tentang pidana tambahan ini diatur secara khusus dalam Pasal 18 UU Tipikor.
Prosedurnya melibatkan penyitaan awal, tuntutan pidana tambahan dalam putusan, dan prosedur eksekusi
perampasan/penagihan uang pengganti setelah putusan [25].

3.2 Teori Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi

Pemidanaan terhadap pelaku korupsi perorangan diatur dalam UU Tipikor, misalnya memenuhi unsur-
unsur dalam Pasal 2, 3, 12B, dan 18. Sanksi yang diberlakukan meliputi pidana pokok berupa penjara
dan/atau denda, serta pidana tambahan seperti uang pengganti, perampasan aset, pencabutan hak/jabatan
[26]. emuan empiris dari studi di China menunjukkan bahwa keberadaan pidana tambahan, termasuk
perampasan atau uang pengganti, bersama dengan efektivitas aparat penegak hukum merupakan variabel
penting yang menentukan sejauh mana hukuman dapat berfungsi untuk memulihkan kerugian negara
sekaligus memberi efek jera [27]. Hal ini menegaskan perlunya melihat uang pengganti bukan sekadar
sebagai sanksi formal, melainkan sebagai instrumen yang berpotensi memiliki dampak ganda terhadap
pemulihan aset dan pencegahan tindak pidana.

Data Indonesia Corruption Watch 2023 (ICW 2023) menunjukkan besaran kerugian yang ditangani [28],
dan menegaskan pentingnya mekanisme pemulihan aset sebagai bagian dari sanksi praktis terhadap

korupsi.

Tabel 4. Korupsi yang Mendominasi Merugikan Negara pada 2023

No. Perkara Terdakwa Pekerjaan
80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Moch Rizal Otoluwa Direktur Utama PT. Quartee Technologies
66/Pid.Sus-TPK/2 022/PN Jkt.Pst  Bety Komisaris Utama PT. Sinergi Millenium

Danatama Sekuritas
49/Pid.Sus-TPK/2 021/PN Jkt.Pst  Benny Tjokrosaputro Komisaris PT. Hanson International Tbk
10/PID.SUS-TPK/ 2023/PN Srg Fazwar Bujang Direktur Utama PT. Krakatau Engineering
periode 2007-2012

Sumber: Kurnia Ramadhana & Diky Anandya [28].

Untuk mengaitkan ketentuan positif dengan teori pemidanaan, perlu diperjelas hubungan fungsional antara
tiga tujuan utama pemidanaan, yakni retributif, deterrence, dan restoratif [29]. Sementara asas-asas hukum
seperti asas legalitas, proporsionalitas, kepastian hukum, ultimum remedium, serta penghormatan hak juga
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harus diintegrasikan saat hakim merumuskan pertimbangan hukuman [30], [31]. Hal ini untuk membatasi
penerapan sanksi sehingga hakim menimbang faktor pemberat dan meringankan dalam memvonis, seperti
besaran kerugian atau itikad mengembalikan aset.

Teori pemidanaan retributif menekankan pembalasan atas kesalahan pelaku, teori deferrence berfokus pada
pencegahan, baik general maupun khusus, sedangkan teori restoratif menempatkan pemulihan korban atau
negara sebagai tujuan utamanya [32], [33], [34]. Dalam konteks uang pengganti, fungsi restoratif muncul
jelas karena fokusnya pada pemulihan kerugian keuangan negara, namun mekanisme ini juga mengandung
elemen deterrence, karena ancaman kehilangan aset dapat mencegah calon pelaku, dan aspek retributif
ketika uang pengganti berfungsi sebagai konsekuensi langsung atas perbuatan melawan hukum. Oleh
karena itu ketiganya saling melengkapi dalam praktik penjatuhan hukuman, meskipun penekanan setiap
teori berbeda-beda tergantung tujuan konkret vonis dan tahap eksekusi.

Meskipun retributif dan deterrence memiliki peran penting, teori restoratif penulis anggap paling relevan
sebagai landasan normatif bagi kebijakan uang pengganti dalam perkara korupsi. Alasan utamanya adalah
prioritas pemulihan kerugian negara sebagai tujuan publik yang bersifat urgensi fiskal dan kepercayaan
publik. Uang pengganti bila dirancang dan dieksekusi efektif dapat langsung mengembalikan aset negara
dan meminimalkan celah impunitas [35]. Namun penulis menekankan bahwa pendekatan restoratif harus
diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum pidana seperti legalitas, proporsionalitas, kepastian hukum,
ultimum remedium, sehingga implementasi uang pengganti tetap menghormati hak terdakwa dan
menimbang faktor pemberat serta meringankan secara adil [19]. Dengan demikian rekomendasi kebijakan
diarahkan pada penguatan prosedur penetapan dan eksekusi uang pengganti yang berorientasi restoratif
tetapi berimbang secara hukum.

Dalam konteks pidana korporasi, UU Tipikor Pasal 20 membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana
bagi badan usaha, meskipun pembatasan terhadap jenis pidana pokok menjadikan denda dan pidana
tambahan sebagai instrumen utama penegakan [11]. Secara teoritis ada tiga model liability, yakni strict
liability (tanpa pembuktian kesalahan), vicarious liability (mengatribusi tindakan pegawai/agen kepada
korporasi), dan identification theory (niat atau tindakan pimpinan mewakili korporasi) [36], [37]. Praktik di
Indonesia cenderung mengombinasikan unsur strictliability dan vicarious liability, sehingga penuntutan
terhadap korporasi umumnya difokuskan pada denda, pemulihan aset, dan sanksi administratif, sementara
pembuktian kesalahan individu di dalam struktur perusahaan tetap relevan ketika menuntut
pertanggungjawaban personal. Pendekatan ini menuntut mekanisme uang pengganti dan pemulihan aset
yang dapat diaplikasikan baik terhadap orang perorangan maupun entitas korporasi tanpa mengabaikan
prinsip pembuktian dan proporsionalitas [38].

3.3 Mekanisme Penerapan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti secara normatif diatur dalam UU Tipikor, terutama
pada Pasal 18 Ayat (1). Ketentuan ini memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan kewajiban
membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,
sebagai salah satu bentuk pemulihan kerugian negara [39]. Secara fungsional, undang-undnag ini
ditempatkan sebagai pidana tambahan yang bertujuan memulihkan kerugian keuangan/perekonomian
negara sekaligus memberi efek represif kepada pelaku. Pengaturan ini merupakan titik awal untuk seluruh
mekanisme pembuktian, penetapan jumlah, dan eksekusi pembayaran yang akan mengikuti prosedur
peradilan pidana korupsi [35].

Penetapan unsur uang pengganti dalam putusan pengadilan mensyaratkan beberapa hal: 1) adanya bukti
bahwa terdakwa memperoleh harta atau keuntungan tertentu dari perbuatan korupsi; 2) adanya perhitungan
jumlah yang konkret (kerugian/hasil yang diperoleh) yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntansi;
dan 3) hubungan kausal antara perbuatan tindak pidana dan harta yang menjadi obyek uang pengganti [11],
[40]. Dalam praktik pembuktian, laporan hasil pemeriksaan lembaga audit yang berwenang sering
digunakan sebagai alat bukti utama untuk menunjukkan besaran harta/kerugian tersebut; tanpa angka yang
dapat diuji kebenarannya, hakim akan sulit menjatuhkan uang pengganti secara pasti [41].

Mekanisme penentuan jumlah uang pengganti kerap bergantung pada hasil audit atau perhitungan lembaga
berwenang. Secara khusus, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk menilai atau
menetapkan jumlah kerugian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK); hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi dasar kuat
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bagi jaksa dan hakim dalam menetapkan angka uang pengganti. Di luar BPK, dalam praktik juga muncul
perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), auditor forensik, atau akuntan
publik. Maka dari itu penting bahwa metode dan standar audit yang dipakai memenuhi kaidah pembuktian
sehingga putusan berisi angka yang kredibel dan dapat dieksekusi [39].

Demi mengisi kekosongan petunjuk operasional mengenai pelaksanaan teknis, Mahkamah Agung telah
menerbitkan pedoman melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana
Tambahan Uang Pengganti (Perma No. 5 tahun 2014), yang memberi tafsiran dan langkah-langkah praktis
bagi hakim dalam menghitung, memperhitungkan pembayaran yang sudah dilakukan terdakwa, serta
prosedur penyitaan dan pelelangan harta untuk menutup uang pengganti. Perma ini penting karena
menjabarkan tata cara kompensasi, pengkreditan (kompensasi terhadap barang atau uang yang telah
diserahkan terdakwa), dan aspek teknis lain yang sering menjadi masalah dalam implementasi di
pengadilan tindak pidana korupsi [42].

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap yang mewajibkan pembayaran uang pengganti, mekanisme
eksekusi dijalankan oleh aparat yang berwenang seperti Kejaksaan sebagai eksekutor. Peraturan internal
kejaksaan seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelesaian uang pengganti (Perja
No. 19 Tahun 2020) dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 (Pejagung No. 6 Tahun 2023)
mengenai penyitaan/penyelesaian barang rampasan serta sita eksekusi mengatur tata cara penyetoran,
pendaftaran penerimaan, penyitaan harta, pelelangan, dan pelaporan penyetoran ke kas negara. Apabila
terdakwa tidak melunasi dalam tenggang waktu tertentu, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk
menutupi kewajiban, dan apabila harta tidak mencukupi maka ketentuan pidana penjara pengganti dapat
diberlakukan sesuai ketentuan yang relevan. Pengaturan pelaksana inilah yang menentukan seberapa efektif
putusan uang pengganti dapat diubah menjadi pemulihan riil bagi negara [43].

Dalam perkembangannya, aspek interpretasi norma juga penting, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 25/PUU-XIV/2016 memberi penafsiran terhadap batasan dan makna “‘jumlah sebanyak-banyaknya
sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, sehingga menuntut agar uang
pengganti berorientasi pada kerugian negara/perekonomian yang nyata dan terhitung, bukan sekadar
nominal teoretis. Keputusan ini menuntut konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan
Pasal 18 UU Tipikor dan menegaskan bahwa besaran dan cara penetapan uang pengganti harus dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum dan teknis [44]. Maka dari itu analisis tentang uang pengganti selalu
berpautan antara undang-undang, Perma, peran lembaga audit, dan eksekusi di kejaksaan atau pengadilan.

3.4 Evaluasi Efektivitas, Kendala, dan Rekomendasi Optimalisasi

Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti yang berakar pada Pasal 18 UU Tipikor memberi
wewenang kepada hakim untuk mewajibkan terdakwa membayar sejumlah uang sebagai pengganti
harta/keuntungan yang diperoleh dari perbuatan korupsi. Dalam praktiknya, efektivitas hukum ini diukur
bukan sekadar frekuensi putusan, melainkan kemampuan putusan itu untuk berubah menjadi pemulihan riil
bagi kas negara (real recovery) [39]. Penelitian oleh Emil Brunner et al. [45] menunjukkan adanya celah
antara jumlah uang pengganti yang terputus dalam putusan dan persentase yang benar-benar masuk ke kas
negara karena masalah eksekusi, kelangkaan aset yang dapat disita, atau penundaan panjang.

Pasal 10 UU BPK memberikan BPK kewenangan untuk menilai/menetapkan jumlah kerugian negara yang
timbul akibat perbuatan tertentu, sehingga hasil pemeriksaan BPK kerap menjadi alat bukti utama dalam
menuntut dan menentukan besaran uang pengganti. Namun dalam praktik penanganan perkara, tidak jarang
terjadi perbedaan angka antara perhitungan BPK, BPKP, auditor forensik pihak lain, dan jaksa [41].
Perbedaan ini memunculkan keraguan teknis yang dimanfaatkan pihak pembela untuk mengajukan
keberatan. Keterbatasan kapasitas audit forensik, waktu pemeriksaan, dan akses data keuangan komersial
atau luar negeri juga melemahkan kemampuan penuntut untuk menuntut angka yang dapat dieksekusi [46].

Perma No. 5 Tahun 2014 memberikan pedoman bagi hakim dalam menghitung, mengkredit, dan
memerintahkan eksekusi uang pengganti, namun aturan ini belum sepenuhnya mengatasi kendala lapangan.
Perma tersebut menegaskan antara lain bahwa penghitungan harus jelas, bahwa kredit atas pembayaran
sebelumnya harus diperhitungkan, dan bahwa eksekusi dapat dilakukan terhadap harta benda yang
ditemukan setelah putusan [42]. Meski ada pedoman ini, variabilitas praktik antar-pengadilan dan
interpretasi hakim terhadap bidang teknis perhitungan masih menimbulkan inkonsistensi. Akibatnya
putusan yang nominalnya besar kadang tetap sulit dieksekusi secara penuh.
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Pelaksanaan eksekusi menjadi domain Kejaksaan sebagai eksekutor diatur juga melalui pedoman internal
seperti Perja No. 19 Tahun 2020 dan Pejagung No. 6 Tahun 2023. Kedua perangkat ini mempertegas
kewajiban jaksa untuk mengambil tindakan setelah tenggang waktu putusan habis seperti menagih,
menyita, dan melelang [43]. Tetapi kendala nyata ditemukan pada kapasitas penyitaan, misalnya
keberadaan aset tersembunyi atau penempatan aset di wilayah hukum asing. Koordinasi antar lembaga
(BPK, KPK, Kepolisian, Dirjen Kekayaan Negara), dan prosedur administratif yang masih memerlukan
penyesuaian agar sita eksekusi dapat berjalan cepat tanpa harus kembali ke pengadilan [47].

Analisis atas hambatan yang ada menuntut rekomendasi terukur, seperti memperkuat peran dan sumber
daya BPK serta otoritas audit forensik independen untuk menghasilkan perhitungan kerugian yang tak
dapat dipermasalahkan, menyelaraskan Perma dan Perja sehingga interpretasi hakim dan praktek eksekutor
menjadi seragam, membangun mekanisme cepat untuk sita eksekusi tanpa perlu penetapan pengadilan
ulang untuk mempercepat penyitaan aset domestik, serta memperkuat kerja sama internasional (Mutual
Legal Assistance/ LA dan asset recovery networks) dan kemampuan litigasi transnasional untuk
menangani aset luar negeri. Kelima, meningkatkan transparansi dan publikasi daftar aset terpidana agar
masyarakat dan pihak ketiga dapat membantu pelacakan [39], [41], [46].

Secara ringkas, meskipun kerangka hukumnya sudah ada namun efektivitas pidana uang pengganti masih
terbatas oleh hambatan pembuktian kerugian, kapasitas audit forensik, eksekusi aset, dan koordinasi antar
lembaga serta yurisdiksi asing. Maka dari itu, reformasi yang memfokuskan pada standarisasi perhitungan
kerugian, peningkatan kemampuan forensik dan asset tracing, penyederhanaan prosedur sita eksekusi, serta
penguatan kerjasama internasional menjadi pentng untuk mengubah putusan nominal menjadi pemulihan
riil bagi keuangan negara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa meski mekanisme uang pengganti dalam pemidanaan korupsi di
Indonesia memiliki landasan normatif yang kuat, pelaksanaannya terhambat oleh ketidakseragaman putusan
peradilan, kesulitan pembuktian besaran kerugian, dan keterbatasan pelacakan aset sehingga pemulihan
kerugian negara belum optimal; kondisi ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi dampak
pada pihak ketiga beritikad baik. Untuk itu diperlukan harmonisasi antara ketentuan normatif dan praktik
peradilan serta mekanisme pengawasan publik yang memastikan tujuan restoratif pemidanaan tetap
terlaksana tanpa mengorbankan kepastian dan perlindungan hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi kebijakan diarahkan secara operasional melalui penyelarasan
ketentuan undang-undang dan Peraturan Mahkamah Agung terkait metode perhitungan dan penetapan uang
pengganti. Kemudian dibentuk atau diperkuatnya mekanisme kerja sama antar lembaga seperti task force
dan pertukaran data untuk pelacakan dan eksekusi aset. Selian itu, perlu ditetapkan aturan prosedural yang
jelas untuk melindungi pihak ketiga beritikad baik, serta dipercepat digitalisasi data perkara dan pelatihan
bagi penegak hukum untuk menerapkan pendekatan terpadu dalam pemulihan aset, baik perdata atau
pidana. Peningkatan transparansi pelaksanaan dan pelaporan publik juga perlu diprioritaskan agar reformasi
ini efektif dan akuntabel.
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